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ABSTRAK  

 

PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BANDAR JAYA BARAT 

TERHADAP CALON LEGISLATIF EKS KORUPTOR  

 

 

PIO AMALIA 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat 

kelurahan Bandar jaya Barat terhadap calon legislatif eks koruptor. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat lingkungan III Kelurahan Bandarjaya Barat. 

Instrumen pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data 

menggunakan rumus interval dan persentase. Berdasarkan hasil penelitian pada 

indikator Pemahaman masyarakat terhadap calon anggota legislatif eks koruptor 

dikatakan paham diperoleh sebanyak 36 responden (50,00%). Tanggapan 

masyarakat terhadap calon anggota legislatif eks koruptor dikatakan tidak setuju 

diperoleh sebanyak 32 responden (44,44%). Harapan masyarakat terhadap calon 

anggota legislatif dikatakan tidak setuju diperoleh sebanyak 46 responden 

(63,88%) 

 

Kata kunci: persepsi masyarakat, calon legislatif, eks koruptor 
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ABSTRACT 

 

COMMUNITY PERCEPTION OF BANDAR JAYA BARAT IN THE 

LEGISLATIVE CANDIDATE EF EX-KORUPTOR  

PIO AMALIA 

 

 

This study aims to determine and describe the perception of the community of 

West Bandar Jaya village towards ex-corruptors to be legislative candidates. 

This study applied descriptive method with quantitative approach. The 

population in this study consisted of the Community Environment III of West 

Bandar Jaya village. The data collection instrument was carried out using 

questionnaire while the data analysis was done using interval and percentage 

formulas. Based on the results of the study on the indicator of public 

understanding regarding former convicts of corruption to be the participants 

of legislative candidates, the number of respondents who have the 

understanding was 36 respondents (50.00%). While 32 respondents (44.44%) 

disagreed with former corruptors being the legislative candidates. From the 

percentage who disagreed, the public who gave expectations for the 

legislative candidates was 46 respondents (63.88%) 

Keywords: public perception, legislative candidates, ex-corruptors 
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I. PENDAHULUAN  

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan asas demokrasi, dan 

menerapkan pembagian kekuasaan berdasarkan tiga kekuasaan atau yang 

di sebut sebagai Trias Politica. Montesquieu  membagi menjadi tiga yaitu 

legislatif, eksekutif dan yudikatif, dimana ketiganya mempunyai peran, 

dan fungsinya masing-masing. Legislatif merupakan lembaga yang terdiri 

dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, memiliki tugas yang sama yaitu membuat 

undang-undang, ekseskutif memiliki tugas dalam melaksanakan dan 

menerapkan undang-undang Negara Republik Indonesia yang dijalankan 

oleh Presiden beserta menterinya, sedangkan yudikatif memiliki tugas 

mempertahankan pelaksanaan dan mengawasi pelakasanaan Undang-

Undang yang terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan 

Komisi Yudisial.  

 

Lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 20 A menyatakan bahwa: 

“ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, 
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dan fungsi pengawasan. Ayat (2) dalam melaksanakan fungsinya, selain 

hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan 

Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan 

menyatakan pendapat. Ayat (3) selain hak yang diatur dalam pasal-pasal 

lain undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat serta hak imunitas”.  

 

Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 pasal 20 A  tersebut maka dapat kita pahami bahwa 

anggota legislatif memiliki posisi kepemimpinan yang amat penting 

dikarenakan anggota legislatif memiliki peran dan fungsi dalam 

menyelenggarkan sebuah negara khususnya pembuatan undang-undang, 

merumuskan serta menyusun anggaran negara,  pengawasan kepada 

lembaga negara dan setingkatnya. Sebagai salah satu pilar kekuasaan 

negara,  kita tidak bisa membiarkan kinerja anggota legislatif menurun, 

maka sudah seharusnya orang yang duduk di lembaga legislatif tersebut 

adalah orang-orang yang berkemampuan konseptual, pengetahuan, 

komunikasi yang baik, berwawasan yang luas serta memiliki integritas 

yang tinggi.  

Tetapi pada faktanya banyak ditemukan anggota legislatif melanggar 

norma hukum yaitu melakukan perbuatan korupsi. (Dalam. 

Antikorupsi.org) Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menindak sedikitnya 189 anggota 

dewan sejak KPK berdiri hingga saa tini. Terlebih lagi, tidak sedikit kasus 
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korupsi yang melibatkan anggota DPR menunjukkan fenomena korupsi 

kolektif, dimana terjadi secara bersama-sama dan melibatkan anggota DPR 

lintas fraksi dan komis. Akibatnya, tingkat kepercayaan publik dalam 

konteks demokrasi dan pemberantasan korupsi pada DPR semakin rendah. 

Survey antikorupsi yang diselenggarakan. Indonesia Corruption Watch 

(ICW) bersama dengan Polling Center pada 2017 menunjukkan hanya 8% 

responden yang menilai DPR berperan dalam pemberantasan korupsi. 

Sedangkan survey yang diselenggarakan Indikator pada awal 2016, 

menyebut bahwa DPR menempati urutan kelima dari enam lembaga 

demokrasi yang dipercaya oleh publik, dengan tingkat kepercayaan 48,5%. 

Fenomena di atas ironi dengan posisi DPR sebagai lembaga representasi 

rakyat.  

Tabel 1 Jumlah korupsi dari 5 lembaga di Indonesia  

No Jabatan Tahun Jumlah 

  2016 2017 2018  

1. Anggota DPR dan 

DPRD.  

23 20 61 104 

2. Kepala Lembaga 

Kementrian 

2 0 0 2 

3. Duta Besar 0 0 0 0 

4. Komisioner  0 0 0 0 

5. Gubernur  1 1 1 3 

Sumber:  kpk.go.id 

Berdasarkan sumber KPK pada tabel tersebut terlihat bahwa lembaga DPR 

dan DPRD merupakan lembaga yang baling banyak jumlahnya dari kepala 

lembaga kementrian, duta besar, komisioner, dan gubernur dalam kasus 

korupsi, dari tahun 2016 hingga 2018 memiliki peningkatan dan terdapat 

104 kasus korupsi.  
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Menurut data yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

ada 36 kepala daerah di Sumatera yang pernah jadi tersangka kasus 

korupsi. Selain itu, ada 86 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 

Sumatera yang pernah berstatus tersangka korupsi.  

 

Tabel 2 Jumlah korupsi di wilayah Sumatera 

No Wilayah Jumlah Perkara 

2018 

1. Nanggroe Aceh Darussalam 31 

2.  Sumatera Utara 30 

3. Sumatera Barat 24 

4.  Sumatera Selatan 37 

5. Riau 28 

6. Jambi 8 

7. Bengkulu 7 

8.  Lampung 15 

 Total 180 

Sumber: acch.kpk.go.id 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat jumlah perkara 

korupsi di tahun 2018 dari 9 wilayah di Indonesia yaitu khususnya pulau 

sumatera dengan total 180. Naggroe Aceh Darussalam dengan jumlah 

perkara 31, Sumatera Utara dengan jumlah 30, Sumatera Barat dengan 

jumlah 24, Sumatera Selatan dengan jumlah 37, Riau 28, Jambi dengan 

jumlah  8, Bengkulu dengan jumlah 7, dan Lampung dengan jumlah 15 

perkara .  

 

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa sangat ironi sekali dengan 

yang terjadi dilembaga legislatif, dikarenakan lembaga legislatif 

merupakan lembaga representasi rakyat atau yang dipercaya oleh rakyat. 

Oleh karena itu,  perlu adanya perbaikan di lembaga legislatif  dalam 

melakukan pembenahan diri, memperbaiki kinerjanya dan citranya di mata 
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publik.  Langkah pembenahan lembaga legislatif diawali dari pencalonan 

atau penyaringan calon anggota legislatif yang di lakukan oleh partai 

politik dalam melaksanakan pemilu.  

 

Penentuan bakal calon legislatif baik DPR maupun DPRD bermula dari 

suatu proses internal partai politik peserta pemilu. Partai politiklah yang 

mengusulkan bakal calon untuk setiap daerah pemilihan walaupun undang-

undang menentukan persyaratan formal yang harus dipenuhi seorang bakal 

calon, namun secara substansial, partai politik yang bersangkutanlah yang 

lebih mengetahui kualitas kadernya yang memiliki integritas. Akan sulit 

mengubah lembaga legislatif apabila calon yang di calonkan oleh partai 

politik memiliki rekam jejak yang bermasalah.   

 

(Dalam Kompas.com) Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan 

Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan bahwa :  

Ada tiga alasan mengapa partai politik masih mau mengusung 

mantan koruptor sebagai caleg.Pertama, mereka kalau yang kita 

lihat adalah bagian dari orang kuat. Dia adalah orang kuat ataupun 

elite di partai tersebut. Mereka orang kuat di struktur partai. 

Mereka ikut menentukan rekrutmen yang ada di partai politik , 

mereka ada yang memiliki popularitas yang cukup kuat. 

Popularitas tersebut bisa memberikan dampak elektoral bagi partai 

pengusung di tengah Pemilu 2019 yang kompetitif. Caleg mantan 

koruptor yang punya popularitas juga bisa memengaruhi opini 

publik.Dengan pendekatan playing victim atau mereka adalah 

korban. Korban hierarki politik dan kawan-kawan. Bahkan 

(menggunakan) narasi-narasi 'Tuhan saja Maha Pemaaf, kenapa 

manusia tidak. Jadi selalu ada pendekatan-pendekatan sosial yang 

mereka dorong. Mereka memiliki sumber daya yang bisa 

menunjang kerja partai untuk memenangkan pemilu, mulai dari 

pendanaan hingga jaringan dukungan. Tiga alasan ini bertemu 

dengan pendekatan pragmatis partai. Karena  partai ingin menang, 

lalu ada tiga alasan itu bertemulah simbiosis mutualisme di antara 

para mantan napi korupsi dengan partai politik. 
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Tidak hanya itu, mantan pidana kasus korupsi juga banyak maju dalam 

pemilu legislatif 2019, maju nya calon anggota legislatif tidak terlepas dari 

putusan Mahkamah Agung yang telah memutus uji materi, pada pasal 4 

ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yaitu 

tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten atau kota 

terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 

Pemilu).  

Mahkamah Agung menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus 

korupsi menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan Undang-

Undang Pemilu. Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg napi korupsi menjadi Memenuhi 

Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju 

sebagai caleg. Atas putusan MA itu, dimungkinkan puluhan caleg mantan 

napi korupsi yang semula tidak diloloskan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) lantaran tersandung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

nomor 20 tahun 2018 pasal 4 ayat 3, bakal lolos menjadi caleg.  

Dapat diartikan bahwa pemilu 2019 masih akan menoleransi mantan 

terpidana kasus korupsi untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif, hal 

tersebut tidak sejalan dengan semangat pembenahan kinerja dan citra 

anggota legislatif yang memburuk dari tahun ketahun  
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Tabel 3 Caleg DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota berstatus 

mantan terpidana korupsi di Indonesia  

No Nama Partai 

Politik 

Caleg DPRD Caleg DPRD 

Kab/Kota 

Total 

1. PKB 2 orang - 2 orang 

2.   Partai Gerindra 3 orang 3 orang 6 orang 

3.. PDI 

Perjuangan 

1 orang 1 2 orang  

4. Partai Golkar 5 orang 5 orang 10 orang  

5. Partai Garuda - 2 orang 2 orang 

6. Partai 

Berkarya  

3 orang 4 orang 7 orang 

7. PKS - 2 orang 2 orang 

8. Partai Perindo 1 orang 3 orang  4 orang 

9. PPP - 3 orang 3 orang 

10. PAN  2 orang 4 orang 6 orang  

11.  Partai Hanura  4 orang 7 orang  11 orang 

12. Demokrat  1 9 orang  10 orang  

13.  PBB 3 orang  - 3 orang  

14.  PKP Indonesia - 4 orang  4 orang  

 Total 23 49 72 

Sumber : kpu.go.id 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa terdapat 72 orang caleg 

terpidana korupsi yang tercatat pada Daftar Calon Tetap Pemilu 2019, dari 

seluruh anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,  yang terdiri 

dari 14 partai yaitu PKB,  Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, 

Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PAN, Partai 

Hanura, Partai Demokrat, PBB, PKP Indonesia.  

Tabel  4 Caleg DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota berstatus mantan 

terpidana korupsi di daerah Lampung 

No Nama Partai Nama Daerah 

1. Partai Golkar Ahmad Junaidi ) DPRD Provinsi Lampung 

2. PAN Bonanza 

Kesuma 

DPRD Provinsi Lampung 

3.  Gerindra Hi. Al Hajar 

Syahyan 

Tanggamus 4 
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No Nama Partai Nama Daerah 

    

4. Perindo Andi Gunawan Lampung Timur 

5. PDIP Mat Muhizar Pesisir Barat 

Sumber: kpu.go.id 

 

Berdasarkan tabel 1.4 dapat kita ketahui bahwa terdapat 5 orang caleg 

DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercatat pada 

Daftar Calon Tetap Pemilu 2019, yaitu DPRD Provinsi Lampung Ahmad 

Junaidi dari Partai Golkar, DPRD Tanggamus Hi. Al Hajar Syahyan dari 

Partai Gerindra, DPRD Lampung Timur Andi Gunawan dari Partai 

Perindo, DPRD Pesisir Barat Mat Muhizar dari Partai PDIP. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk lebih mengetahui tentang 

“Persepsi Masyarakat Kelurahan Bandar Jaya Barat Terhadap Calon 

Legislatif Eks Koruptor ”  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menyimpulkan identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Putusan mahkamah agung yang memperbolehkan eks koruptor 

mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.  

2. Tingkat kepercayaan publik dalam konteks demokrasi dan 

pemberantasan korupsi pada DPR semakin rendah.  

3. Partai politik yang kompetetif untuk memenangkan pemilu legislatif, 

sehingga tidak mempertimbangkan latarbelakang seseorang yang akan 

duduk  di anggota legislatif  

4. Banyaknya calon legislatif eks koruptor 
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5. Persepsi Masyarakat terhadap calon legislatif eks koruptor. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarakan identifikasi masalah ini, penulis membatasi masalah 

pada Persepsi Masyarakat Kelurahan Bandar Jaya Barat Terhadap 

Calon Legislatif Eks Koruptor 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Masyarakat Kelurahan 

Bandar Jaya Barat Terhadap Calon Legislatif Eks Koruptor? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Masyarakat 

Kelurahan Bandar Jaya Barat Terhadap Calon Legislatif Eks 

Koruptor. 

 

F. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan  Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep 

Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang termasuk dalam 

kajian politik dan kenegaraan dalam hal pengetahuan mengenai terhadap 

calon legislatif eks koruptor. 
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2. Kegunaan Praktis  

a.  Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi 

masyarakat tentang eks koruptor yang diperbolehkan untuk 

mencalonkan diri menjadi caleg  

b. Bagi Peneliti  

Melalui penelitian ini, peneliti akan mengerti bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap calon legislatif eks koruptor  

 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini yaitu Ilmu Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajain Politik dan 

Kemasyarakatan. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat di Kelurahan 

Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Lingkungan III, 

Kelurahan Bandar Jaya Barat. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Lingkungan III, Kelurahan Bandar 

Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar 
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5. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian 

pendahuluan bernomor 7121/UN26.13/PN.01.00/2018 pada tanggal 16 

Oktober 2018 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung dan dilanjutkan dengan surat izin penelitian yang 

dikeluarkan pada  tanggal 27 Mei 2019 dengan nomor 

4118/UN26.13/PN.01.00/2019 penelitian sampai dengan 24 Juni 2019  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Deskripsi Teori  

Dalam deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel 

yang akan di teliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui 

pendefinisian, dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi 

yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini. 

1. Tinjauan Persepsi  

a. Pengertian Persepsi  

Menurut Harvey, Smith dkk dalam Widyaastuti ( 2014 : 34) “persepsi 

adalah suatu proses membuat penilaian (judgment) atau membangun 

kesan (impression) mengenai berbagai macam hal yang terdapat 

dalam lapangan penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan 

kesan ini adalah dalam upaya pemberian makna kepada hal tersebut”.  

 

Menurut Widyaastuti ( 2014 : 34) “persepsi adalah proses yang kita 

gunakan untuk mencoba memahami dan mengetahui orang lain”. 

Persepsi memang bermula dari penginderaan. Proses ini dirangsang 

oleh kehadiran sesuatu atau sekumpulan obyek yang tertangkap oleh 

alat-alat indera manusia. Informasi yang disalurkan ke dalam alam 

pikiran kemudian mengalami tahap pengolahan mulai dari 
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seleksi/evaluasi dan organisasi dari rangsangan-rangsangan yang 

diterima dan berakhir pada penfasiran atau interprestasi.  

 

Menurut Shaleh dalam Juwita (2016: )  “Persepsi merupakan sebagai 

proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita 

(penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita 

dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita 

sendiri” 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disintetiskan bahwa 

persepsi adalah  proses penerimaan informasi yang didapat melalui 

penginderaan yang dikaitkan dengan hal-hal yang ada dan pengalaman 

dan menghasilakan sebuah penafsiran.  

 

b. Syarat-syarat Mengadakan  persepsi  

Seperti yang telah disintetiskan bahwa persepsi merupakan individu 

dalam proses penerimaan informasi yang didapat melalui 

penginderaan dikaitkan dengaan hal-hal yang ada dan pengalaman 

serta menghasilkan sebuah penafsiran. Maka individu dapat 

melakukan persepsi ada berapa syarat yang harus dipenuhi  

 

Menurut Walgito dalam Zulfikar (2015:13)  Seseorang dapat 

mengadakan Persepsi ada beberapa syarat yaitu: 

1. Adanya objek yang dipersiapkan: objek yang 

menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat dating dari luar langsung 

mengenai alat indera (resiptor) atau dapat dating dari 

dalam yang langsung mengenai syaraf penerima 

(sensoris) yang bekerja sebagai resiptor. 
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2. Alat indera resiptor yaitu merupakan alat guna untuk 

menerima stimulus, disamping itu harus ada pula syaraf 

sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang 

diterima resiptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak 

sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. 

3. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi 

sesuatu diperlukan pula adanya perhatian, yang 

merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam mengadakan persepsi   

 

Dari pendapat di atas untuk mengadakan persepsi dibutuhkan adanya 

objek yang terjadi, kemudian perlu adanya resiptor atau alat indera 

dan juga diperlukan suatu perhatian. Proses persepsi berlangsung 

sebagai berikut: 

a. Rangsangan atau stimulus mengenai alat indera 

b. Stimulus dilangsungkan ke otak  

c. Di otak Terjadi proses yang akhirnya individu dapat menyadari 

atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera.   

 

c. Faktor faktor Yang Mempengaruhi Persepsi   

Persepsi individu dihasilkan melalui stimulus yang di terima individu. 

Sehingga stimulus merupakan factor yang berperan dalam persepsi. 

Menurut Harvey dan Smith dalam Widyaastuti (2014 : 37) terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi sosial yaitu : 

a. Variabel Obyek Stimulus  

Karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada obyek persepsi dapat 

mempengaruhi persepsi kita terhadap obyek itu sendiri. Misalnya 

kita menangkap obyek-stimulus melalui indera penglihatan, ini 
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disebut sebagai persepsi visual. Sedangkan persepsi auditif adalah 

jika obye-stimuli-nya adalah melalui indera pendengaran.  

b. Variabel latar dan suasana pengiring kehadiran obyek-stimulus  

Latar dan suasana atau situasi yang mengiringi kehadiran obyek-

stimulus mempunyai penaruh tertentu terhadap persepsi sosial 

karena berhubungan erat dengan norma-nroma dan nilai-nilai yang 

beralaku dalam suatu kelompok, organisasi dan masyarakat. 

Selaras atau tidaknya perilaku yang diperagakan seseorang dengan 

hal-hal yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam 

masyarakat akan dengan cepat mempengaruhi corak persepsi kita 

terhadap orang lain.  

c. Variabel diri perseptor  

Terdapat beberapa faktor dalam hal ini yaitu :  

1. Faktor pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang 

dimiliki seseorang mengenai obyek-stimulusnya (sebagai hasil 

dari seringnya terjadi kontak antara perseptor dengan 

obyeknya, terutama obyek yang serupa) maka semakin tinggi 

pula verdikalitasinya. 

2. Faktor intelegensia dimana semakin tinggi intelegensinya 

semakin obyektif penilaiannya terhadap apa saja yang 

dipersepsi, akan cenderung lebih berhati-hati dan 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebelum 

menyimpulkan sesuatu serta tidak mudah terpengaruh 
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3. Faktor kemampuan menghayati stimuli. Adanya kemampuan 

berempati atau turut menghayati perasaan orang lain 

sebagaimana yang dialaminya sendiri. Semakin besar 

kemampuan ini semakin besar pula kemampuan untuk dapat 

menangkap stimuli sosial sesuai kenyataan yang sesungguhnya 

4. Faktor ingatan yang akan menghindarkan adanya distorsi atau 

penyimpangan dalam persepsi. Pengalaman-pengalaman atau 

kejadian-kejadian masa lampau yang tersimpan dalam ingatan, 

akan menentukan verdikalitas persepsinya. 

5. Faktor disposisi kepribadian artinya kecenderungan 

kepribadian yang relatif menetap pada diri seseorang akan 

turut pula menentukan persepsinya atas sesuatu. Seseorang 

yang memiliki kepribaadian yang otoriter misalnya, akan 

cenderung bersikap kaku, berpandangan sempit dan merasa 

dirinya selalu benar.  

6. Faktor sikap terhadap obyek-stimulus sikap secara umum 

dapat dinyatakan sebagai suatu kecenderungan yang ada pada 

diri seseorang untuk berpikir atau berpandangan, berperasaan 

dan berkehendak serta berbuat secara tertentu terhadap objek. 

Pengaruh sikap ini seringkali dinyatakan sebagai halo effect  

yang menyebabkan persepsi seseorang menjadi berat sebelah 

dan mengalami distorsi  

7.  Faktor kecemasan seseorang yang dihinggapi kecemasan 

karena berkaitan dengan obyek stimulinya akan mudah 
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dihadapkan pada hambatan-hambatan dalam mempersepsikan 

obyek tersebut. 

8. Faktor pengharapan merupakan kumpulan dari beberapa 

bentuk pengharapan yang bersumber dari adanya asumsi-

asumsi tertentu mengenai manusia, perilaku dan ciri-cirinya, 

sampai pada taraf teretentu yang diyakini kebenarannya. 

Pertama, hal ini berkaitan erat dengan pandangan hidup atau 

nilai-nilai utama yang dianut seseorang. Misalnya seseorang 

yang berperilaku altruistik atau suka menolong dan menjaga 

keharmonisan dalam hidupnya, akan cenderung dipersepsikan 

secara positif. Kedua, adanya hubungan yang kuat antara ciri-

ciri seseorang dengan kelompok dari mana ia berasal. Ciri-ciri 

tersebut dapat merupakan ciri-ciri yang dianggap negatif 

maupun postif, yang secara keselurhan merupakan grneralisasi 

mengenai orang-orang yang berasal dari kelompok yang sama. 

Hasil dari generalisasi ini biasanya disebut sebagai stereotip 

sosial. Misalnya, adanya anggapan bahwa orang Batak itu 

adalah kasar, agresif, berwatak keras dan lain-lain. Sementara 

orang Jawa loyal, penurut, kurang tegas, percaya hal-hal gaib 

dan lain-lain.  

Dari Pendapat di atas peneliti dapat mensintetiskan bahwasanya faktor-

fakotr yang mempengaruhi persepsi adalah adanya obyek stimulus 

yang kemudian latar, suasana atau situasi yang mengiringi kehadiran 

obyek-stimulus serta didukung oleh beberapa fackor yaitu: 
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pengalaman, intelegensia, menghayati, ingatan, disposisi, sikap 

terhadap obyek, kecemasan dan pengharapan.  

 

2. Tinjauan Masyarakat  

a. Pengertian Masyarakat  

Individu atau yang biasa disebut sebagai manusia merupakan makhluk 

sosial yang tentunya hidup berdampingan dan hidup bermasyarakat. 

Istilah masyarakat lebih banyak dipergunakan sebagai sinonimdari 

negara atau bahkan peradaban. Istilah masyarakat kadang-kadang 

dipergunakan dalam artian “gesellschaft” atau sebagai asosiasi 

manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan  tertentu yang terbatas 

sifatnya, sehingga direncanakan pembentukan oraganisasi organisasi 

tertentu. Dalam hal ini, maka masyarakat adalah kelompok manusia 

yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tertentu pula.  

 

Menurut Soekanto (1993 : 103-104)  “mengartikan masyarakat 

sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan 

reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan 

ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana 

pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal 

yang khusus”.  

 

Menurut Abdulsyani dalam Ardhiansyah (2017: ) Kata masyarakat 

berasaldari musyarak (arab),yang artinya bersama-sama,kemudian 

berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama,hidup 
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bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya 

mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia) 

 

Soekanto (1993 : 105) sebenarnya suatu masyarakat, merupakan suatu 

bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri pokok, 

sebagai berikut : 

a. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah 

manusia yang hidup bersama ada dua orang. Di dalam ilmu-ilmu 

sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak 

ataupun angka yang pasti untuk menentukan beberapa jumlah 

manusia yang harus ada  

b. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama  

c. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari 

suatu kesatuan 

d. Adanya nilai-nilai dan norma- norma yang menjadi patokan bagi 

perilaku yang dianggap pantas 

e. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan 

tersebut. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disintesiskan 

masyarakat  merupakan individu atau manusia yang hidup bersama-

sama serta berdampingan dan disebut sebagai makhluk sosial, 

kelompok manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan 

kepribadian.  
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3. Tinjauan Persepsi Masyarakat  

Sarbaini, dkk (2015: 737) pengertian persepsi masyarakat sebagai 

tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu 

individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-

nilai, norma-norma,cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan 

bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh 

melalui interpretasi data indera.  

 

Sari (2016:18-19) Persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana 

sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah 

tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap 

menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Persepsi Masyarakat : 

Robbins dalam Sari (2016 : 19) mengemukakan bahwasanya ada 3 

faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu : 

1.  Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan 

mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi 

individu itu .  

2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang 

diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak 

dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan 

latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan 

kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau 

yang mirip.  

3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau 

peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi 

persepsi kita. 
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Dalam hal ini dapat disintesiskan bahwa persepsi masyarakat 

merupakan suatu proses yang dilakukan beberapa orang atau 

sekelompok orang untuk memberikan tanggapan positif maupun 

negatif, memberikan pemaham dan memberikan harapan terhadap 

suatu persitiwa atau hal yang terjadi di sekitar lingkungannya  

 

4. Pemilihan Umum  

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan sarana serta tolak ukur dalam 

berdemokrasi. Pemilihan Umum juga diselenggarakan secara terbuka 

dengan bebas berpendapat dan berserikat. Menurut Liando (2016:16) 

pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk 

menjalankan mekanisme check and balances terhadap partai yang 

berkuasa (ruling party).  

 

Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 

menyatakan bahwa: 

Pemilihan Umum adalah sarana Kedaulatan rakyat untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat ], anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, Presdien dan Wakil Presiden, dan 

Untuk Memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

5. Tinjauan Partai Politik  

a. Pengertian partai politik 

Sulaeman (2015 : 16) Partai politik adalah kelompok otonom dari 

warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-nominasi 
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dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada 

kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan jabatan publik dalam 

organisasi pemerintahan. 

 

Menurut Miriam Budiardjo ( Sulaeman, 2015 : 16) , partai politik 

merupakan suatu kelompok terorganisir  yang  anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan 

kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 

merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional 

untuk melaksanakan programnya. 

 

Secara operasional lebih teknis, sebagaimana digambarkan oleh 

undang-undang (UU) Politik,  yaitu UU No. 2/2008 tentang Partai 

Politik, menegaskan bahwa pengertian partai politik adalah organisasi 

yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara 

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partai poltik 

merupakan suatu kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan 

bersama yaitu memberikan perubahan cara pandang berpoliltik pada 

masyarakat. 
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b.  Tujuan partai politik  

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai 

Politik pasal 6 (enam) menjelaskan mengenai tujuan partai politik 

adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan umum partai politik adalah : a. mewujudkan cita-cita 

nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; b. mengembangkan kehidupan demokrasi 

berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan 

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.  

2. Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sesuai 

apa yang menjadi tujuan umum dan tujuan khusus dari partai 

politik di atas, dalam peranannya tentunya harus dapat 

mengemban aspirasi rakyat. Jangan sekali-kali mencoba 

mengkhianati kepercayaan rakyat, konsekuaensinya akan tidak 

mendapat dukungan pada pemilihan umum berikutnya dan pada 

akhirnya partai politik yang demikian akan banyak ditinggalkan 

oleh konstituennya. 

 

c.  Peranan Partai Politik  

Budiarjo ( AW, 2017 : 138)  partai politik berfungsi atau mempunyai 

peranan sebagai berikut : 
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1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik. 

Fungsi ini terkait dengan peranan partai politik sebagai 

penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini suatu 

partai politik mampu untuk melakukan komunikasi vertikal. 

Tetapi untuk itu partai politik hendaknya mampu berkomunikasi 

secara horizontal yang dimaksud adalah komunikasi antara warga, 

antara kelompok, dan antar partai politik dengan pemerintah. 

Melalui proses komunikasi secara horizontal berbagai pendapat 

dan aspirasi  politik yang berkembang dikalangan masyarakat luas 

dapat diserap dan ditampung oleh para pemimpin partai politik 

yang bersangkutan. Mereka merumuskan secara baik-baik 

pendapat serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk 

disampaikan kepada pemerintah.  

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.  

Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen 

sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud seseorang 

memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena 

politik yang umumnya berlaku pada masyarkat dimana ia berada. 

Proses ini juga pendidikan politik, yang berlangsung secara 

bertahap mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Melalui 

proses sosialisasi, norma-norma dialihkan dari generasi tua 

kepada generasi muda. Melalui pendidikan politik yang 

berlangsung secara sistematis dan demokratis.  
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3. Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik.  

Partai politik pun berfungsi sebagai sarana rekruitmen politik, 

tanpa rekruitmen politik suatu partai politik tidak akan memiliki 

anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam 

berbagai kegiatan politik dengan rekruitmen politik dimaksud 

upaya partai politik untuk mencari dan mengajak orang-orang 

yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai 

anggota. Dengan cara ini suatu partai politik memperluas 

partisipasi politik dikalangan masyarakat.  

4. Partai politik sebagai sarana pemberes konflik. Dalam kehidupan 

masyarakat demokratis, persaingan dan perbedaan dalam 

masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi. Perbedaan dan 

persaingan dalam bentuk apapun bisa menjadi sumber konflik, 

baik antara individu maupupun antara kelompok. Jika terjadi 

konflik maka tugas partai politik untuk mengatasinya. 

 

d. Kepercayaan Politik 

Menurut Wahyudi, dkk (2013-96) Kepercayaan politik menyangkut 

pandangan orang mengenai hal-hal yang dihasilkan oleh sebuah 

sistem seperti  politisi, sistem politik dan institusi-institusi. 

 

Menurut Hetherington dalam Wahyudi, dkk (2013:96) kepercayaan 

politik merupakan sebagai orentasi evaluatif masyarakat terhadap 

sistem politik atau bagian dari sistem tersebut berdasarkan pada 

harapan normatif. 
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Menurut Miler dan Listhaug dalam Akhrani, dkk (2018:2) 

kepercayaan politik merupakan pusat dari teori demokrasi di mana hal 

tersebut mencerminkan evaluasi apakah otoritas politik dan lembaga 

yang melakukannya sesuai dengan harapan normatif yang dimiliki 

oleh publik. 

 

6. Tinjauan Legislatif   

a. Pengertian Legislatif  

Sedarmayanti dalam Sari (2015: 44) “Legislatif bersal dari kata to 

legislate, berarti mengatur atau membuat undang-undang. Tugas 

pokok legislatif adalah mengatur, dalam arti membuat kebijakan yang 

bersifat strategis atau membuat undang-undang. 

 

Solihah, Witianti (Budiardjo, 2016: 295) lembaga legislatif adalah 

lembaga yang “legislate” atau membuat undang undang. Anggota 

anggotanya dianggap mewakili rakyat.DPR RI (Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia) merupakan salah satu lembaga tinggi 

negara yang sangat penting di Indoneia, di samping perangkat 

kenegaraan lain yang melaksanakan sistem demokrasi. Kedudukan 

DPR dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara mengalami 

perubahan yang signifikan sejak amandemen keempat UUD 1945 

disahkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang 

menegaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang undang.”  

 



27 
 

Sari (2016: 45) Montesquieu menyatakan bahwa legislatif adalah 

struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa 

kini, lembaga tersebutdisebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

(Indonesia), House of  Representative (Amerika Serikat), ataupun 

House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui 

mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan 

berasal dari partai-partai politik.Berdasarkan pasal 20A UUD 1945 

DPR merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan 

fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 

 

Witianti, Solihah (2015 : 294) menyatakan bahwa secara spesifik, 

DPR sebenarnya memiliki 4 (empat) fungsi dasar sebagai lembaga 

tinggi negara yang menjalankan fungsi perwakilan, yaitu : 

 

Pertama, Fungsi Legislasi. Fungsi ini berhubungan dengan upaya 

menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan 

politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pemerintah). 

Di sini kualitas anggota DPR diuji. Mereka harus mampu merancang 

dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. 

 

Kedua, Fungsi Pengawasan.  Fungsi yang berkaitan dengan upaya 

memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak 

menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya 

anggota DPR tidak sekadar mendeteksi adanya penyimpangan yang 

bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan 
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teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya di luar 

perhitungan normal. 

 

Ketiga, Fungsi Anggaran. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan 

DPR mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang 

secara politis telah ditetapkan. 

 

Keempat, Fungsi Representasi.yaitu Terkait dengan fungsi 

representasi. Fungsi representasi DPR dapat dipahami sebagai fungsi 

substantif yang melekat dalam diri DPR sebagai wakil rakyat yang 

diembannya melalui pemilu. Fungsi representasi DPR tersebut 

sebagaimana mengacu pada pemikiran Pitkin. 

 

Badan legislatif merupakan lembaga Negara yang terdiri dari Dewan 

Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Juga MPR. 

 

Menurut Dermawan (2014:2) Dewan Perwakilan Daerah (Selanjutnya 

DPD) sebagai lembaga perwakilan di tingkat pusat selain lembaga 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya MPR) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (Selanjutnya DPR). Hal ini di atur dalam Pasal 2 

ayat (1) (perubahan ketiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD 1945) yang menentukan 

bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 

dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan 

Undang-Undang.” 



29 
 

 

1. Dewan Perwakilan Daerah 

Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara 

perseorangan sebagai perwakilan daerah. Kandidat anggota DPD 

tidak bersal dari dan atau berafiliasi dengan partai politik tertentu. 

Rakyat dapat memilih sendiri secara langsung wakil-wakil di 

daerah provinsi. Menurut Dermawan (2014:3) DPD adalah 

lembaga perwakilan yang mewakili aspirasi kepentingan daerah. 

Sesuai dengan namanya ia mewakili kepentingan daerah, yaitu 

daerah provinsi asal pemilihan anggotanya. Namun, pada 

hakikatnya, yang dimaksud dengan daerah itu bukanlah 

pemerintahan daerah, melainkan rakyat pemilih dari daerah 

provinsi yang bersangkutan.  

2. Dewan Perwakilan Rakyat 

Dewan Perwakilan Rakyat dipilih juga melalui Pemilihan Umum 

dan kandidat berasal dari suatu partai politik . Menurut Julpikar 

(2016: 165) DPR pada dasarnya adalah sebagai lembaga 

perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan 

menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar 

kebijakan yang menjadi dasar bagi presiden dalam menjalankan 

roda pemerintah. DPR selain sebagai badan legislatif juga DPR 

sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap jalannya 

pemerintahan. Fungsi pengawasan oleh DPR diatur dalam Pasal 

20 A ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa DPR memiliki 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dan 
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dalam penjelasan UUD 1945, mempunyai arti yang sangat penting 

karena DPR dapat mengusulkan Kedudukan Dewan Perwakilan 

Rakyat kepada MPR untuk meminta pertanggunganjawaban dari 

Presiden dalam sidang istimewa apabila presiden dianggap telah 

melanggar ketentuan yang ada 

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Majelis Pemusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi di 

Inonesia  sudah ada sejak lahirnya Negara Republik Indonesia 

disahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai 

lembaga tertinggi Majeis Permusyawaratan Rakyat menjadikan 

kekuasaan MPR berada diatas segala kekuasaan lembaga-lembaga 

Negara yang ada di Negara Indonesia dikarenakan MPR 

merupakan pemegang kedaulatan Rakyat Indonesia.  

 

Dari pendapat diatas dapat disintetiskan bahwa legislatif merupakan 

lembaga perwakilan rakyat dan lembaga tinggi negara terdiri dari 

DPR, DPRD, DPD, dan Juga MPR yang membuat Undang-Undang, 

merumuskan serta menyusun anggaran, pengawasn lembaga Negara 

dan setingkatnya  

 

b. Proses Pencalonan Anggota Legislatif 

Menurut Abdullah (2009 : 182) pemilu yang berkualitas dapat dilihat 

dari dua sisi yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi 

proses pemilu dapat dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut 
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berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan 

lancar.  

 

Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasil, pemilu dapat dikatakan 

berkualitas jika pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil 

rakyat, dan pemimpin yang mampu menyejahterahkan rakyat dan 

mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara di mata 

masyarakat Internasional. Berkualitasnya pemilu apabila dilihat dari 

sisi hasilnya, berawal pada proses pencalonan, baik berkaitan dengan 

persyaratan, maupun mekanisme pencalonannya. Biasanya setiap 

partai politik mempunyai mekanisme sendiri-sendiri dalam proses 

pencalonan tersebut sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah 

tanggga. Jadi dalam hal ini, partai politiklah yang paling bertanggung 

jawab terhadap kualitas bakal calon, sedangkan KPU beserta 

jajarannya hanya melakukan verifikaasi terhadap persyaratan bakal 

calon berdasarkan persyaratan formal yang ditentuka dalam undang-

undang.  

 

c.  Persyaratan Bakal Calon Anngota Legislatif 

 

Proses penacalonan anggota legislatif berawal dari partai politik. 

Parati politiklah mempunyai kriteria untuk calon anggota, kemudian 

apabila criteria tersebut terpenuhi oleh calon maka calon tersebut 

resmi menjadi kadernya, atau bagian dari anggota partai politik. 

Kemudian untuk mencalonkan sebagai caleg atau bakal calon anggota 
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DPR , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. Warga Negara Indonesia yang berumur 21 tahun atau lebih 

b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimakasud 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti taat 

menjalankan kewajiban agamanya 

c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

d. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia. 

Persyaratan ini tidak bermaksud untuk membatasi hak politik 

warga Negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk 

melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota. 

e. Berpenidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. 

f. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita 

Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang dimaksud setia adalam hal ini 

dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota DPR dan 

DPRD yang bersangkutan dengan diketahui oleh pimpinan partai 

politik seesuai tingkatannya 

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, karena 
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima 

tahun atau lebih  

h. Sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan 

dengan surat keterangan ddari tim penguji kesehatan yang ditunjuk 

oleh KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota 

i. Terdaftar sebagai pemilih  

j. Bersedia bekerja sepenuh waktu  

k. Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negri Sipil, anggota Tentara 

Nasional, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus 

pada BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya 

bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat 

pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali 

l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, 

advokat/pengacara, nitaris, pejabatpembuat akta tanah (PPAT) dan 

tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang 

berhubungan dengan keuangan Negara, serta pekerjaan lain yang 

dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, 

dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/kota, sesuai peraturan perundang-undangan 

m. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu 

n. Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan 

o. Dicalonkan hanya satu daerah pemilihan 
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7. Tinjauan Integritas Kepemimpinan 

a.  Pengertian Integritas  

Cloud (Aptery, 2015 : 103)  ketika berbicara tentang integritas, kita 

berbicara tentang menjadi orang yang utuh, yang terpadu, dan 

seluruh bagian diri kita yang berlainan bekerja dengan baik dan 

berfungsi sesuai rancangan ini mengenai keutuhan dan keefektifan 

sebagai orang. Ini benar-benar “bekerja dengan kekuatan penuh”. 

Sedangkan menurut Aptery (2015 : 103) menyatkan bahwa 

Integritas berasal dari kata latin “Integrated” artinya “komplit”, 

utuh dan sempurna yang berarti tidak ada cacat. 

 

Susanti, Lestari dkk (2013 : 36) Integritas merupakan satu kesatuan 

dari karakter individu. Integritas adalah karakteristik individu yang 

secara konsisten timbang rasa berbelas kasih, sikap transparan, 

jujur, dan etis. Karakteristik kepercayaan lekat dihubungkan 

dengan integritas. 

 

Gea (2014:954) Integritas adalah sesuatu yang terkait langsung 

dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. 

Kepemilikan integritas hanya bisa dikatakan kepada individu, 

bukan kepada keluarga, orangtua atau saudara. Integritas seorang 

ayah tidak serta merta menjadi integritas anaknya. 

 

Menurut Endro (2017:140) Konstruksi pemahaman ditopang oleh 

dua pilar pemahaman, yaitu pemahaman tentang hubungan dan 

tindakan moral dan pemahaman tentang konsep diri. Pilar 
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pemahaman pertama berkaitan dengan proses partisipasi eksternal, 

sementara pilar pemahaman kedua berkaitan dengan proses 

pengendalian internal. 

a. Pemahaman tentang Hubungan dan Tindakan Moral 

  Hubungan moral tidak dipahami secara sederhana sebagai 

hubungan diadik manusia-A dan manusia-B, melainkan 

dipahami sebagai hubungan triadik manusia-A, manusia-B dan 

komunitas ideal. Akibatnya, tindakan moral tidak secara 

sederhana dipahami sebagai tindakan yang langsung 

mempengaruhi kepentingan atau kebutuhan manusia lain (other-

regarding action), melainkan dipahami sebagai tindakan 

berkeutamaan (virtuous action) yang mempengaruhi 

kepentingan atau kebutuhan manusia lain melalui proses 

perwujudan komunitas ideal.  

 

  Contohnya, ketika ada banyak pengemis meminta-minta, 

tindakan yang baik barangkali bukan dengan mendermakan 

uang receh kita (karena ternyata aktivitas mendorong Dinas 

Sosial Pemerintah setempat untuk mengambil tindakan disiplin-

berkeadilan guna mengatasi masalah sosial itu. Melalui 

perwujudan komunitas yang ideal, pengemis-pengemis itu akan 

dihantarkan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. 

Jadi, tindakan moral atau tindakan berkeutamaan merupakan 

upaya partisipatif mewujudkan komunitas yang ideal. 
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b. Pemahaman tentang Konsep Diri 

  Konsep diri merupakan konsep yang lumer karena “diri” 

tampaknya tidak dapat dianggap secara sederhana sebagai objek 

untuk suatu penjelasan yang sifatnya deskriptif. Dengan adanya 

aneka perjalanan dan pengalaman hidup, sulit menjelaskan 

apakah diriku ini tetap sama selamanya ataukah ada perbedaan 

antara diriku saat ini dan diriku sepuluh tahun yang lalu. 

seseorang yang mau mewujudkan dirinya dengan tindakan 

berkeutamaan (mau menjadi orang yang berkeutamaan) disitu 

temannya ditempatkannya sebagai diri-yang-lain. Diri di sini 

adalah “diri-yang-menjadi”, diri yang dalam artian tertentu 

diperluas dengan komunitas ideal (the expanded self), atau diri 

yang hanya akan terwujud jikalau komunitas ideal secara 

partisipatif diwujudkannya.         

 

  Dari pendapat diatas dapat disintesiskan bahwa integritas adalah 

kualitas yang terdapat pada seseorang, atau biasa juga disebut 

sebagai karakteristik individu contoh sikap transparan, jujur, dan 

etis. Karakteristik kepercayaan dan konsistensi dengan apa yang 

di ucapkan serta apa yang dilakukannya. 

 

a. Integritas Moral  

  integritas dikaitkan dengan karakter orang yang penuh 

pertimbangan, karakter yang menjamin apa yang dilakukannya 

selalu tepat, namun kaitan itu bukanlah tanpa syarat. Seorang 
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yang berintegritas tidak selayaknya terlalu perhitungan hingga 

mengabaikan ikatan afeksi pribadi, perasaan belas kasih, dan 

emosi moral pada umumnya.  

 

  Menurut Wisesa (2011:85) Ketika diterapkan pada konsep 

pengambilan keputusan etis, integritas dapat diartikan sebagai 

bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan 

tindakan aktual yang dilakukan. Pengambilan keputusan etis, 

yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis (moral), 

dilakukan melalui empat  tahapan: sensitivitas etis, penalaran 

etis, motivasi etis, dan implementasi etis (Rest, 1986). Di dalam 

model yang disebutnya sebagai Model Empat Komponen (Four 

Component Model), Rest menggambarkan bagaimana proses 

internal pengambilan keputusan etis melatarbelakangi tindakan 

seseorang.  

  Agar dapat membentuk suatu integritas moral, tindakan jujur 

haruslah didasari oleh prinsip moral kejujuran. Prinsip moral 

untuk bertindak jujur ini sendiri haruslah merupakan turunan 

dari nilai kejujuran, yang adalah nilai moral universal, dan 

bukan dari nilai lainnya seperti pada tahap perkembangan moral 

pre-conventional ataupun conventional. Dengan begitu tindakan 

jujur yang dilakukan benar-benar dilakukan demi nilai kejujuran 

itu sendiri dan bukan karena alasan lain yang digunakan untuk 

membenarkan tindakan jujur itu. Menginformasikan kepada 

konsumen secara jujur tentang suatu produk dengan alasan 
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bahwa hal itu sudah menjadi kode etik perusahaan adalah suatu 

tindakan yang baik, tetapi tidak cukup untuk menjadikan orang 

yang melakukannya berintegritas moral. 

b. Integritas Sosial 

  Integritas sosial yang diukur dari kepekaan dan kepedulian 

seorang caleg dalam menjawab problema yang dialami oleh 

masyarakat. Kepedulian ini tidak hanya ketika menjelang 

pemilu saja. Sebab, tidak sedikit caleg yang ‘pulang kampung’ 

hanya untuk bertarung pada saat Pemilu. Kepedulian mereka 

hanya pencitraan atau popularitas. Singkatnya, kepedulian 

ketika Pemilu saja. Caleg yang layak dipilih adalah yang jelas 

rekam jejak kiprahnya di berbagai problema masyarakat selama 

ini.  

 

b. Pengertian Kepemimpinan  

Robbins dalam Aptery, (2015 : 103)  mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai “ ... the ability to influence a group toward 

the achievement of goals” yang diartikan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna 

mencapai serangkaian tujuan. Kata “kemampuan”, “pengaruh” dan 

“kelompok” adalah konsep kunci dari seorang pemimpin selalu 

menjadi pusat perhatian, pedoman, dan acuan bagi semua anggota 

dalam organisasi. Hal-hal yang diputuskan atau dilakukannya 

selalu menjadi referensi bagi para anggota dalam bertindak. 
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Yukl (Aptery, 2015 : 103) kepemimpinan juga diajukan, yang 

menurutnya adalah “ ... the process of influencing others to 

understand and agree about what needs to be done and how to do 

it, and the process of facilitating individual and collective efforts to 

accomplish shared objectives.” yang diartikan bahwa 

kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar 

mampu memahami serta menyetujui apa yang harus dilakukan 

sekaligus bagaimana melakukannya, termasuk pula proses 

memfasilitasi upaya individu atau kelompok dalam memenuhi 

tujuan bersama.” 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan dalam melakukan aktivitas yang mampu 

mempengaruhi kelompok lain dan melakukan perubahan.  

 

c. Pendekatan Kepemimpinan Memenuhi syarat Integritas 

Terdapat banyak gaya kepemimpinan yang telah dihasilkan oleh 

banyak ahli, salah satu pendekatan yang dianggap mampu 

mengemban integritas antara lain pendekatan kepemimpinan 

transformasional.  

 

Menurut Wuryanti, Yulianti (2015:285-286) gaya kepemimpinan 

adalah cara atau prilaku yang digunakan seorang pemimpin untuk 

mempengaruhi, mengarahkan, mendorong dan mengendalikan 

orang lain atau bawahan dalam suatu organisasi atau perusahaan 
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Burns (Aptery, 2015 : 105) telah membedakan 2 (dua) jenis 

kepemimpinan yaitu kepemimpinan transaksional dan lawannya 

yaitu kepemimpinan transformasional.  

 

Pemimpin bercorak transaksional adalah mereka yang memimpin 

lewat pertukaran sosial. Misalnya, politisi memimpin dengan cara 

“menukar satu hal dengan hal lain: pekerjaan dengan suara, atau 

subsidi dengan kontribusi kampanye. Pemimpin bisnis bercorak 

transaksional menawarkan reward finansial bagi produktivitas atau 

tidak memberi reward atas kurangnya produktivitas.  

 

Pemimpin bercorak transformasional adalah mereka yang 

merangsang dan mengispirasikan peng-ikutnya, baik untuk 

mencapai sesuatu yang tidak biasa dan, dalam prosesnya, 

mengembangkan kapasitas kepemimpinannya sendiri. Pemimpin 

transformasional membantu pengikutnya untuk berkembang dan 

membuat mereka jadi pemimpin baru dengan cara merespon 

kebutuhan kebutuhan yang bersifat individual dari para pengikut. 

Mereka memberdayakan para pengikut dengan cara menselaraskan 

tujuan yang lebih besar individual para pengikut, pemimpin, 

kelompok, dan organisasi.  

Kepemimpinan transformasional dapat mengubah pengikut 

melebihi kinerja yang diharapkan, sebagaimana mereka mampu 

mencapai kepuasan dan komitmen pengikut atas kelompok ataupun 
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organisasi. Kepemimpinan Transformasional punya sejumlah 

komponen sebagai berikut: 

1. Pengaruh yang diidealkan (Idealized Influence), yakni pemimpin 

transformasional berperilaku dengan cara yang memungkinkan 

mereka di-anggap sebagai model ideal bagi pengikutnya. 

Pemimpin dikagumi, dihargai, dan dipercayai. Pengikut 

mengidentifikasi diri mereka dengan pemimpin dan ingin 

menirunya. Pemimpin dipandang pengikutnya punya 

kemampuan, daya tahan, dan faktor penentu yang luar biasa. 

2. Motivasi yang inspiratif (Inspirational Motivation), yakni 

pemimpin transformasional berperilaku dengan cara yang 

mampu memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang ada di 

sekeliling mereka dengan memberi makna dan tantangan atas 

kerja yang dilakukan oleh para pengikutnya. 

3. Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation), yakni pemimpin 

transformasional merangsang usaha pengikutnya untuk kreatif 

dan inovatif dengan mempertanyakan anggapan dasar (asumsi), 

memetakan masalah, dan memperbaharui pendekatanpendekatan 

lama. Kreativitas kemudian terbentuk. Pengikut jadi berani 

mencoba pendekatan-pendekatan baru dan gagasan mereka tidak 

dikritik karena beda dengan gagasan pemimpin. 

4. Pertimbangan Individual (Individual Consideration), yakni 

pemimpin transformasional memberi perhatian khusus atas 

kebutuhan setiap pengikut dalam rangka mencapai prestasi dan 
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perkembangan dengan bertindak sekaligus pelatih dan 

pembimbing. Pengikut dan para kolega mampu mencapai 

potensi tertinggi mereka. Pertimbangan individual diterapkan 

tatkala satu kesempatan belajar baru diciptakan bersamaan 

dengan iklim yang mendukung. Perbedaan kebutuhan dan hasrat 

individual diakui. Pemimpin menunjukkan penerimaan atas 

perbedaan individual tersebut. 

 

Menurut  Wuryanti, Yulianti (2015: 286) Dalam  kepemimpinan  

transformasional,  dianggap  sebagai  kasus khusus dari 

kepemimpinan transaksional, imbalan bagi para pekerja bersifat 

internal.Dengan mengkspresikan visinya, pemimpin 

transformasional mengajak pengikutnya untuk bekerja mencapai 

sebuah tujuan. 

 

Maxweel ( Aptery 2015:105) ada 14 kualitas kepemimpinan yang 

secara umum dirasa penting dan perlu ada dalam diri seorang 

pemimpin antara lain meliputi : Kepercayaan; Sikap; Kompetensi; 

Komitmen Pemimpin; Integritas; Prioritas; Semangat yang tinggi; 

Kepelayanan; Tanggung jawab; Disiplin diri; Hubungan yang baik; 

Pengertian; Visi; dan Pemberdayaan Manusia. 
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8. Tinjauan Korupsi 

a. Pengertian Koruptor  

Menurut Black (Danil, 2011 : 3) korupsi adalah perbuatan seorang 

pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk 

mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan 

kewajibannya.  

 

Menurut Handoyo (2013:18) korupsi berasal dari bahasa latin 

corruption atau corruptus.  Corruption berasal dari kata corrumpere. 

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris 

yaitu corruption, corrupt: Perancis yakni corruption dan Belanda 

yaitu corruptie, korruptie.  

 

Menurut Baley (Danil, 2011 : 6)  korupsi sementara dikaitkan dengan 

penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalah gunaan 

wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang 

tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada 

penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukannya 

penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan 

fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mecapai tujuan- tujuan 

pribadi, dan nepotisme ke dalam korupsi. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disintesiskan bahwa  

korupsi adalah perbuatan yang menyimpang berkaitan dengan 

kecurangan atau penipuan yang menyebabkan orang yang melakukan 
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tersebut dianggap tidak jujur serta melakukan penggelapan uang 

penyuapan yang tidak sesuai dengan kewajiban secara resmi.  

 

b. Ciri dari Korupsi  

Menurut Alatas (Danil 2011 : 7) mengungkapkan berapa ciri dari 

korupsi, yaitu : 

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang 

b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan kecuali ia 

telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, 

sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang 

berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan 

perbuatan mereka  

c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik  

d. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha 

untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik 

pembenaran hukum  

e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan 

keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk 

memengaruhi keputusan-keputusan itu 

f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan  

g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan keprcayaan  

h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif 

dari mereka yang melakukan tindakan itu 

i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 

pertanggung jawaban dalam tatanan sosial 
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d. Menurut Danil (2012 : 76-77) Beberapa alasan rasional yang 

dapat digunakan untuk memposisikan korupsi sebagai 

kejahatan yang luar biasa.  Alasan-alasan tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut : Karena masalah korupsi sudah 

berurat dan berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

di Indonesia.  Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, tapi juga telah “ memorak 

porandakan “ tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, 

sehingga kondisi telah memprihatinkan masyarakat 

internasional  

e. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial 

yang besar dalam kehidupan bermasyarakat , karena sebagian 

besar dalam kehidupan masyarakat tidak dapat menikmati hak 

yang seharusnya dia peroleh. 

f. Karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan 

pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi 

merupakan masalah hukum semata, tapi korupsi itu sudah 

dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan 

ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

g. Karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan 

hukum terhadap tindak pidana korupsi . 

h. Karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor 

publik, melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor 

publik dengan sektor swasta.  
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c. Nilai-nilai Anti Korupsi  

Upaya dalam  memberantaskan korupsi tentunya tidak hanya cukup 

dengan menangkap dan menjebloskannya kedalam penjara, 

dikarenakan peluang untuk melakukan perbuatan korupsi terhampar 

luas dihadapan calon koruptor. Perlu adanya penanaman nilai-nilai 

anti korupsi yang perlu diajarkan sejak dini. 

 

Menurut Handoyo (2013:35-42) nilai-nilai antikorupsi adalah sebagai 

berikut:  

1. Kejujuran, adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati, 

dan kelurusan hati.  

2. Tanggung Jawab, berasal dari kata tanggung dan kata 

jawab. Kata tanggung bermakna beres, tidak perlu 

khwatir. Tanggung jawab berarti keadaan wajib 

menanggung segala sesuatunya atau fungsi menerima 

pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau 

orang lain. 

3. Keberanian, berasal dari kata berani, yang artinya 

mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri 

yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan 

sebagainya.  

4.  Keadilan berasal dari kata adil, artrinya sama berat, 

tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang 

benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak 

sewenang-wenang.  

5. Keterbukaan, berasal dari kata terbuka, artinya tidak 

tertutup, tersingkap, tidak dirahasiakan. 

6. Kedisiplinan, berasal dari kata disiplin, artinya tata 

tertib, ketaatan pada peraturan.  

7. Kesedrhanaan, berasal dari kata sederhana, artinya 

bersahaja, tidak berlebih-lebihan. 

8. Kerja keras bermakna kegiatan melakukan sesuatu, 

sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.  

9. Kepedulian, berasal dari kata “peduli” artinya 

mengindahkan.  
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d. Bentuk Korupsi  

Meunurut Handoyo (2013:62) Sebanyak 13 pasal menjelaskan bentuk-

bentuk korupsi di Indonesia yangdapat dilakukan penindakan 

terhadapnya. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut 

kedalam 30 bentuk tindakan pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut 

menjelaskan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang bias 

dikenakan pidana penjara karena kasus korupsi.  

 

Menurut Handoyo (2013: 62-63) ketiga puluh bentuk tindak 

pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan 

sebagai berikut:  

1. Kerugian keuangan Negara: Pasal 2 dan 3.  

2. Suap Menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) 

huruf b. Pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 

ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, 

pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d dan 

pasal 12.   

3. Penggelapan dalam jabatan: pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf 

a, pasal 10 huruf b, dan pasal 10 huruf c.  

4. Pemerasan: pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 

huruf g. 

5. Perbuatan curang: pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) 

huruf b, pasal 7 ayat(1) huruf c, pasal 7 ayat(1) huruf d, 

pasal 7 ayat (2) dan pasal 12 huruf h. 

6. Benturan benturan dalam pengadaan: pasal 12 huruf i. 

7. Gratifikasi: pasal 12 b jo pasal 12 C. 

 

 

 

e. Pengertian Mantan Narapidana 

Menurut Azani ( 2012 : 5-6) mantan narapidana adalah seseorang 

yang pernah dihukum dan menjalani hukuman di lembaga 

pemasyarakatan namun sekarang sudah selesai menjalani masa 

hukuman di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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Dalam penjelasan pasal2 RUU Tahun 1996 tentang ketentuan pokok 

pemasyarakatan dijelaskan bahwa mantan narapidana adalah 

seseorang yang pernah merugikan pihak lain,kurang mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak 

menghormati hukum, namun telah mempertanggung jawabkan 

perbuatannya kepada hukum. 

 

Dari pendapat diatas dapat disintesiskan  bahwa mantan narpidana 

merupakan seseorang kelompok baik pejabat maupun tidak, yang 

melanggar hukum apabila pejabat menggunakan jabatannya untuk 

mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan 

kewajibannya dan telah melakukakan hukuman pidana yang sesuai 

dengan hukum yang berlaku.  

 

f. Eks Koruptor Legislatif 

Koruptor  perbuatan yang menyimpang dari moral yang dilakukan 

oleh siapapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan 

melakukan penyimpangan dari aturan yang berlaku yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan 

sendiri dan merugikan orang lain maupun negara, sehingga koruptor 

harus diberikan hukuman agar memberikan efek jera terhadap pelaku, 

yaitu dengan dijebloskannya kepenjara dengan sesuai hukum yang 

berlaku. Sedangkan eks koruptor merupakan seseorang yang pernah 

melakukan perbuatan korupsi yang telah melaksanakan hukuman nya 

sebagai terpidan koruopsi  
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Legislatif  lembaga perwakilan rakyat dan lembaga  negara yang 

membuat Undang-Undang, merumuskan serta menyusun anggaran, 

pengawasan lembaga Negara dan setingkatnya  Eks Koruptor 

Legislatif adalah seseorang anggota legislative baik berupa DPR 

maupun DPD yang pernah melakukan perbuatan korupsi dan telah 

dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau biasa disebut 

sebagai mantan korupsi dan mantan narapidana 

 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan  

1. Tingkat Lokal  

a. Penelitian dilakukan oleh Siti Maya Sari, Program StudiPendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian “ Persepsi 

Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan 

Legislatif Di Lingkungan II  Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar 

Lampung Tahun 2015”. Tujuan penelitian ini adalah untuk  

mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat tentang partisipasi 

perempuan dalam keanggotaan legislatif di lingkungan II Kelurahan 

Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 

lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung 

yang terdiri dari RT. 001. RT. 002, RT. 003 yang terdaftar sebagai 
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pemilih tetap. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket dan 

analisis data menggunakan rumus interval dan persentase.   

 

Persamaan penelitian ini adalah sama  membahas mengenai persepsi 

masyarakat, dan sama-sama menggunakan menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif , hanya saja berbeda pada variabel y nya yaitu 

mengenai partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif, 

sedangkan penelitian penulis  mengambil variabel y yaitu tentang 

calon legislatif eks koruptor 

 

b. Penelitian dilakukan oleh Yudi Irawan, Adelina Hasyim, Yunisca 

NurmalisaProgram StudiPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan 

judul penelitian “Persepsi tentang calon anggota dewan perwakilan 

rakyat daerah kalangan ibu rumah tangga”.  Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang munculnya calon 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari kalangan ibu rumah 

tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah 

persepsi masyarakat tentang munculnya calon anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dari kalangan ibu rumah tangga. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.  Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari aspek –aspek yang 

diteliti, fokus penelitiannya yang berbeda.  

 

Persamaan pada penelitian yaitu  sama membahas tentang persepsi 

masyarakat, dan sama menggunakan metode deskriptif pada penelitian 
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ini membahas mengenai persepsi masyarakat tentang calon anggota 

dewan perwakilan rakyat daerah kalangan ibu rumah tangga 

sedangkan pada penelitian penulis mengenai persepsi masyarakat 

terhadap calon legislatif eks koruptor. 

 

2. Tingkat Nasional  

Penelitian dilakukan oleh Rohana Handaningrum, dan Rr. Amanda Pasca 

Rini Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Persepsi Terhadap Kualitas 

Calon Legislatif (Caleg), dan Kepercayaan Politik (Political trust) dengan 

Partisipasi Politik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memiliki hak pilih atau 

hak suara (usia>17 tahun atau sudah menikah). Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah 150 orang mahasiswa, dengan metode incidental 

sampling.  

 

Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang Persepsi Terhadap 

Kualitas Calon Legislatif (Caleg), yaitu pada penelitian penulis tentang 

calon legislatif eks koruptordan sama menggunakan metode kuantitatif 

yaitu menggunakan sampel.   

 

C. Kerangka Berfikir  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kerangka pikir sebagai berikut. 

Lembaga legislatif merupakan lemabaga perwakilan rakyat. Anggota DPR 

RI ini adalah anggota partai politik yang dipilih oleh rakyat lewat 
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pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPR adalah posisi 

kepemimpinan politik yang amat penting bagi bangsa dan negara karena 

berwenang menyusun UU, mengawasi pemerintahan, menyusun anggaran, 

dan menyeleksi melalui fit and proper test untuk pengisian jabatan 

kenegaraan. Maraknya anggota legislatif terlibat korupsi membuat citra 

lembaga wakil rakyat semakin memburuk dan putusan Mahkamah Agung 

yang memperbolehkan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota 

legislatif menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat.  Oleh 

karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana persepsi masyarakat 

terhadap calon legislatif eks koruptor  

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calon Legislatif Eks 

Koruptor (Y) :  

1. Kepemimpinan 

Transaksional 

2. Integritas Moral 

3. Integritas Sosial  

Persepsi Masyarakat (X)  

1. Pemahaman 

2. Tanggapan  

3. Harapan  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena dalam 

penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang 

secara sistematis dan faktual kuantitatif.Menurut Widi ( 2010 : 84) metode 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua 

data atau keadaan subyek/obyek penelitian (sesorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) kemudian di analisis, dan dibandingkan 

berdasarkan keyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan 

selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah.  

Tujuan dari penelitan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

ambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.  

 

metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat.  Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakatserta 

situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, 

sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Whitney ( Nazir 2003 : 54-55) 

 

Menurut Sugiyono (2018 : 14) metode penelitian kuantitaif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
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digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistikdengan tujuan untuk menguji hipotesisyang 

telah ditetapkan. 

Sejalan dengan definisi diatas, maka penggunaan metode ini sangat cocok 

dalam penelitian ini karena sasaran dalam penelitian deskriptif kuantitatif 

ini berkaitan dengan upaya menerangkan fakta-fakta yang terjadi secara 

sistematis, faktual dan akurat dengan penggunaan data smapel dan 

instrumen penelitian sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang berhubungan dengan penelitian saat ini, dan dalam hal ini bertujuan 

untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap eks koruptor yang dapat 

mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.  

 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut Sugiyono ( 2018 :117) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Arikunto (2006:130) 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.  Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.  

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa populasi 



55 
 

adalah seluruh obyek atau individu yang menjadi fokus suatu 

penelitian, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek 

atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu, dan yang merupakan 

populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Lingkungan II 

Kelurahan Bandar Jaya Barat yang sudah mengetahui mengenai eks 

koruptor .  

 

Tabel 5 Data jumlah masyarakat (Kepala Keluarga) di 

Lingkungan III Kelurahan 

No Nama RW Jumlah Kepala 

Keluarga 

1 RT 1 32 

2 RT 2 16 

3 RT 3 66 

4 RT 4 37 

5 RT 5 59 

6 RT 6 34 

7 RT 7 42 

8 RT 8 36 

9 RT 9 50 

10 RT 10 82 

11 RT 11 90 

12 RT 12 78 

13 RT 13 46 

14 RT 14 59 

 Jumlah 727 

  Sumber data : Arsip data Ketua Lingkungan III Bandar Jaya Barat  

 

2. Sampel  

 

Menurut Sugiyono (2018 : 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya Karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

penelitian dapat menggunakan sampel.  
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Sampel adalah sebagian objek yang nyata dan memiliki karakteristik 

tertentu yang mewakili populasi. Menentukan besarnya sampel, 

peneliti berpedoman pada pendapat (Suharsimi Arikunto, 2006:134) 

“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila 

subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Sebaliknya jika 

subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25%”. 

Berdasarkan  pendapat  di  atas  maka  sampel  dalam  penelitian ini 

diambil sebesar 10%  dari jumlah populasi. Dengan demikian jumlah 

sampelnya adalah 10% x 727= 72. Sampel yang digunakan merupakan 

sampel random yaitu teknik sampling random dimana dalam 

pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek- subjek di 

dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama Suharsimi 

Arikunto (2010: 95).Untuk lebih jelas jumlah sampel dapat dilihat dari 

tabel berikut : 

 

Tabel 6 Data jumlah masyarakat (Kepala Keluarga) di 

Lingkungan III Kelurahan 

No Nama RW Jumlah Sampel  

1 RT 1 32 x 10% = 3 

2 RT 2 16 x 10% = 2 

3 RT 3 66 x 10%= 7 

4 RT 4 37 x 10%= 4 

5 RT 5 59 x 10%= 6 

6 RT 6 34 x 10%= 3 

7 RT 7 42 x 10%= 4 

8 RT 8 36 x 10%= 3 

9 RT 9 50 x 10%= 5 

10 RT 10 82 x 10%= 8 

11 RT 11 90 x 10%= 9 

12 RT 12 78 x 10%= 8 
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No Nama RW Jumlah Sampel  

   

13 RT 13 46 x 10%= 4 

14 RT 14 59 x  10%= 6 

 

 Jumlah 72 

Sumber data:Data Sekunder (pengolahan data proportional random 

sampling. 

 

C. Variabel Penelitian  

Sugiyono (2018 : 60) mengatakan bahwa variabel merupakan atribut dari 

bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap, 

motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja, merupakan atribut-atribut dari 

setiap orang.  Dalam penelitian ini, variabelnya adalah: 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat (X) 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah eks koruptor yang dapat 

mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (Y)  

 

D. Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi konseptual Variabel 

Definisi Konseptual diperlukan dalam penelitian ini karena definisi 

ituakan mempertegas masalah yang akan diteliti : 

1. Pengertian Persepsi Masyarakat  

Sehingga dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat adalah proses 

dimana sekelompok individu yang hidup serta tinggal bersama, dan 

memberi tanggapan serta pendapatnya.  Bagaimana lingkungan tempat 

tinggal masyarakat tersebut terkait unsur dan karakteristik lingkungan 

yang dapat mempengaruhi kualitas persepsi itu sendiri. 
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2. Pengertian Eks Koruptor Legislatif 

Eks Koruptor Legislatif adalah anggota legislatif baik DPR maupun 

DPD  yang pernah melakukan perbuatan korupsi dan melanggar 

hukum” atau bisa disebut sebagai mantan narapidana korupsi apabila 

telah selesai menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan.  

 

2. Definisi Operasional Variabel  

Untuk memahami objek permasalahan dalam penelitian ini secara 

jelas, maka diperlukan pendefinisian variabel secara oprasional. 

 

a. Persepsi masyarakat adalah proses dimana sekelompok individu 

yang hidup serta tinggal bersama, dan memberi tanggapan serta 

pendapatnya.  Bagaimana lingkungan tempat tinggal masyarakat 

tersebut terkait unsur dan karakteristik lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kualitas persepsi itu sendiri, dalam penelitian ini 

untuk mengukur persepsi masyarakat dapat dilihat dari indikator: 

1. Pemahaman. Indikator ini diukur dari tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap calon legislatif eks koruptor.  

2. Tanggapan. Indikator ini diukur dari tanggapan masyarakat 

terhadap calon legislatif eks koruptor.  

3. Harapan. Indikator ini diukur dari harapan masyarakat 

terhadap calon legislatif eks koruptor. 

 

b.  Calon legislatif eks koruptor, eks koruptor merupakan mantan 

narapidana korupsi yang pernah melakukan perbuatan korupsi dan 

melanggar hukum”. dalam putusan mahkamah agung eks koruptor 
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diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. 

Bagaimana persepsi masyarakat mengenai  Calon legislatif eks 

koruptor  sehingga penting untuk diteliti karena menuai pro dan 

kontra dari berbagai kalangan.  Calon Legislatif Eks Koruptor 

dapat dilihat dari indikator: 

1. Kepemimpinan transaksional 

2. Integritas Moral 

3. Integritas Sosial 

 

E. Rencana Pengukuran Variabel  

Rencana pengukuran variabel persepsi masyarakat kelurahan Bandar Jaya  

Barat terhadap calon legislatif eks koruptor diukur dengan menggunakan 

angket yang berisikan indikator dari persepsi masyarakat. Angket tersebut 

berisikan pertanyaan dengan maksud menyimpulkan data. Angket yang 

digunakan peneliti adalah angket tertutup.  Angket tertutup adalah angket 

yang jawaban dan pertanyaan telah disediakan kemungkinan pilihannya. 

Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel X (persepsi masyarakat kelurahan Bandar Jaya Barat) 

1. Pemahaman 

2. Tanggapan 

3. Harapan 

b. Variabel Y (calon legislatif eks koruptor) 

1. Kepemimpinan Transaksional 

2. Integritas Moral 

3. Integritas Sosial 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Menurut Sugiyono (2018:193) teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Kualitas 

instrument penelitian berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu: 

1. Teknik Pokok  

a. Teknik Angket  

Nazir (2014:179) menyatakan bahwa angket adalah sebuah set 

pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, 

dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai 

makna dalam menguji hipotesis. Sedangkan Sugiyono (2018:1999) 

angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnnya. Penelitian ini menggunakan teknik 

angket. Teknik angket merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada 

responden dengan maksud menjaring data dan informasi langsung dari 

responden yang bersangkutan. Jenis angket yang digunakan adalah 

angket tertutup yang telah memberikan alternative jawaban yang harus 

dipilih oleh responden. Sasaran angket dalam penelitian ini adalah 

masyarakat lingkungan II kelurahan Bandar Jaya Barat yang sudah 
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faham mengenai eks koruptor, dalam penelitian ini digunakan angket 

karena data yang diperlukan adalah angka-angka yang berupa skor 

nilai, untuk memperoleh data utama dan dianalisis. Setiap tes 

memiliki tiga alternatif  jawaban yaitu (a), (b), (c) yang setiap jawaban 

diberi nilai bervariasi. Variasi nilai dari masing-masing jawaban 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai 3 

(tiga) 

2) Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi 

nilai 2 (dua) 

3)  Untuk menjawab yang tidak diharapkan akan diberi nilai 1 (satu) 

 

2. Teknik Penunjang 

a. Observasi 

Sugiyono (2018:203) obeservasi merupakan teknik pengumpulan 

data mempunyai cirri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik ini 

digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang nampak pada obyek 

penelitian selama penelitian berlangsung dengan teknik ini penulis 

dapat melihat secara langsung kenyataan yang terjadi, yang tidak 

dapat diungkapkan melalui angket atau dokumentasi. Teknik ini 

antara lain digunakan untuk melihat secara langsung atau terjun 

secara langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan 

dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu 

peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam melakukan pengamatan 
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peneliti terlibat secara pasif. Artinya, peneliti tidak terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan subjek penelitian. Melakukan pengumpulan data 

dengan mengamati bagaimana persepsi masyarakat kelurahan 

Bandar Jaya barat terhadap Calon Legislatif Eks Koruptor, serta 

untuk mendapat data-data terkait dengan penelitian. 

 

b. Dokumentasi 

Arikunto (2010:274) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi ialah 

teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik ini digunakan peneliti 

dengan mencatat data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini 

seperti jumlah RT di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Barat 

dan jumlah Kepala Keluarga,  

 

c. Wawancara 

Sugiyono (2018: 194) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya 

sedikit/kecil. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan 

informasi-informasi tambahan yang dirasakan perlu untuk 

menunjang data penelitian.  Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan langsung dengan masyarakat lingkungan III Bandar Jaya 
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Barat  untuk mendapatkan data tambahan berupa informasi terkait 

persepsi masyarakat terhadap calon legislatif eks korupto 

 

G. Uji Validitas dan Uji Reliabelitas 

1. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2018 : 172) validitas adalah hasil penelitian yang 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.  

Sebuah instrumen yang valid akan menghasilkan validitas tinggi dan 

instrumen yang kurang valid akan menghasilkan validitas yang rendah. 

Dengan demikian untuk menentukan validitas isi maka perlu dilihat 

dari susunan pola tes dan konsultasi dengan pembimbing. 

 

2. Uji Reliabilitas  

Menurut Sugiyono (2018 : 183) pengujian reliabelitas instrument dapat 

dilakukan secara eksternal maupun internal.Uji reliabelitas 

menunjukan bahwa suatu instrument dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Langkah-

langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabelitas adalah 

sebagai berikut 

1. Melakukan uji coba angket 

2. Hasil uji coba dikelompokan 

3. Hasil uji coba dikorelasikan dengan Product Moment 
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a)  

rxy= 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 –(∑ 𝑋)2} {𝑁 ∑ 2−(∑ 𝑌)2}

 

Dimana: 

rxy :  Koefisien antara variabel X dan Y 

x : Variabel bebas 

y : Variabel terikat 

N : Jumlah responden 

(Sutrisno Hadi, 1986:294) 

b) Kemudian dicari Reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Sperman 

Brown (Sutrisno Hadi, 1996:37), agar diketahui koefisien seluruh item, 

yaitu: 

𝑟
𝑥𝑦=

2 (𝑟𝑔𝑔)

1+𝑟𝑔𝑔

 

Dimana: 

rxy  : Koefisien reliabilitas seluruh tes 

rgg  : Koefisien korelasi item ganjil-genap 

 

c) Adapun kriteria reliabilitas menurut Arikunto (2010: 331), adalah sebagai 

berikut: 

0,80 – 1,00 Reliabilitas sangat  tinggi  

0,60 – 0,79 Reliabilitas tinggi  

0,40 – 0,59 Reliabilitas cukup 

0,20 – 0,39 Reliabilitas Rendah 
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➢ 0,20 Reliabilitas sangat Rendah 

 

H. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2018 : 207) analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Untuk 

mengolah dan menganalisis data akan digunakan teknik analisis data dengan 

menggunakan rumus interval yaitu : 

K

NRNT
I

−
=  

Dimana: 

I  = Interval Kelas 

NT  = Nillai tertinggi 

NR  = Nilai terendah 

K = Kategori 

Penentu tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut: 

%100
N

F
P =

 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variabel yang bersangkutan 

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi katagori variabel. 

 

 

Menurut Arikunto (2010:96), untuk mendefinisikan banyaknya persentase 
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yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut: 

76% - 100% = Baik 

56% -75% = Kurang Baik 

40% - 55% = Tidak Baik 

 

I. Langkah-langkah Penelitian  

 

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk persiapan sebelum 

penelitian yang pada hakikatnya bersifat sistematis meliputi perencanaan 

penelitian, persiapan penelitian hingga prosedur dan teknis pelaksanaan 

suatu penelitian di lapangan. Hal ini dilakukan agar penelitian yang akan 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang telah peneliti rencanakan. 

Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti laksanakan secara garis 

besar adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Pengajuan Judul 

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian yaitu melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan 

permasalahan guna dijadikan bahan pengajuan judul penelitian. 

Setelah menemukan permasalahan di tempat lingkungan yang 

sebelumnya telah dilakukan observasi kemudian peneliti konsultasi 

judul kepada pembimbing akademik sesuai dengan permasalahan 

yang peneliti dapatkan. Dalam melakukan pengajuan judul kepada 

pembimbing akademik peneliti mengajukan dua judul alternatif. 

Kemudian judul yang telah disetujui oleh pembimbing akademik 

selanjutnya diajukan kepada ketua Program Studi Pendidikan 
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Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus menetapkan dosen 

pembimbing dalam penyusunan penelitian ini. 

 

2. Penelitian Pendahuluan 

Berdasarkan surat izin penelitian pendahuluan dari dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan 

nomor surat: 7121/UN26.13/PN.01.00/2018, dan digunakan 

peneliti ke Kelurahan Bandar Jaya Barat dengan nomor surat 

balasan: 070/116/BB/X/2018\ . Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

diteliti dalam rangka penyusunan proposal penelitian dengan 

bantuan bimbingan dan saran dari dosen pembimbing. Setelah 

bimbingan proposal penelitian selesai kemudian peneliti mendaftar 

kekoordinator urusan seminar dan menentukan waktu seminar 

proposal dan disepakati dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 21 

Februari 2019. Setelah seminar proposal dilaksanakan, kemudian 

peneliti melakukan perbaikan berdasarkan saran dan kritik dari 

dosen pembimbing dan dosen pembahas. 

3. Pelaksanaan Administrasi  

Penelitian dilakukan berdasarkan surat izin dari dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan nomor 

surat: 4118/UN26.13/PN.01.00/2019 sebagai surat pengantar ke 

Kelurahan Bandar Jaya Barat dengan nomor surat: 

070/150/BB/IV.05/2019, yang selanjutnya digunakan untuk 
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melakukan penelitian di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya 

Barat 

 

4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang akan digunakan yaitu 

berupa angket tertutup, maka peneliti mempersiapkan kisi-kisi butir 

soal angket yang akan disebarkan kepada Masyarakat Lingkungan 

III Kelurahan Bandar Jaya Barat. Penulis melakukan konsultasi 

dengan pembimbing terkait dengan butir-butir soal angket untuk 

mendapatkan persetujuan penggunaan instrumen. 

 

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam proses penyusunan 

angket tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Membuat kisi-kisi tentang Persepsi Masyarakat Kelurahan 

Bandar Jaya Barat Terhadap Calon Legislatif Eks Koruptor 

b) Membuat item-item pertanyaan angket tentang Persepsi 

Masyarakat Kelurahan Bandar Jaya Barat Terhadap Calon 

Legislatif Eks Koruptor 

c) Melakukan konsultasi angket yang akan digunakan untuk 

penelitian kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk 

mendapatkan persetujuan. 

d) Setelah angket penelitian yang dibuat oleh peneliti disetujui oleh 

pembimbing 1 dan pembimbing 2 maka angket siap untuk 

disebarkan kepada Masyarakat di luar responden, setelah hasil 

perhitungann uji coba angket menunjukkan reliabilitas, 
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kemudian angket akan disebarkan pada responden yang 

sebenarnya yaitu Masyarakat Lingkungan III Kelurahan Bandar 

Jaya Barat 

 

5. Pelaksanaan Uji Coba Angket  

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji coba angket kepada 

10 orang responden di luar sampel. Uji coba angket ini digunakan untuk 

mengukur dan mengetahui tingkat reliabilitas soal. Namum sebelum itu 

angket dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pembimbing 1 dan 

pembimbing 2 untuk meminta saran dan bimbingan guna mendapatkan 

persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan maka angket dapat 

disebarkan kepada 10 orang responden di luar sampel. Hasil coba angket 

yang telah disebarkan kepada 10 orang responden akan dikonsultasikan 

kembali kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Setelah soal angket 

dinyatakan reliabel maka angket dapat digunakan untuk melakukan 

penelitian kepada responden sesungguhnya yaitu Masyarakat 

Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Barat 

Tabel  7 Distribusi Hasil Coba Angket dari 10 Responden di Luar 

Populasi untuk Item Ganjil (X)  

No. Nomor Item Ganjil Skor  
 

1 3 5 7 9 11 13 15 17  

1 3 3 1 2 3 1 2 2 2 19 

2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 14 

3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 25 

4 3 3 1 2 2 3 1 2 3 20 

5 3 3 2 3 3 3 3 2 2 24 

6 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 

7 3 3 1 1 2 2 2 3 3 20 

8 3 3 1 1 2 1 2 1 1 15 
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Nomor 

     
  

1 3 5 7 9 11 13 15 17 Skor 

9 3 2 2 1 1 3 1 1 1 15 

10 3 3 1 1 1 1 1 1 1 13 

 JUMLAH 176  

Sumber: Analisis data uji coba angket.  

 

Dari table 8. Diketahui ∑X= 176 yang merupakan haasil dari penjumlahan 

skor uji coba angket kepada sepuluh (10)  orang diluar responden dengan 

indicator item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam table kerja 

hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) untuk 

mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrument penelitian.  

 

Tabel 8. Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Responden di Luar 

Populasi untuk Item Genap (Y) 

No. Nomor Item Genap Skor 
 

2 4 6 8 10 12 14 16 18  

1 3 2 2 1 1 3 1 3 2 18 

2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 16 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 

4 3 2 2 1 1 2 2 2 1 16 

5 3 3 3 3 3 1 3 1 2 22 

6 3 1 1 1 1 3 1 3 1 15 

7 3 1 1 2 2 2 2 1 3 17 

8 3 2 2 2 2 1 1 1 2 16 

9 3 3 2 1 3 3 1 1 2 19 

10 3 3 1 1 1 2 1 1 2 15 

JUMLAH 179 

Sumber: Analisis data uji coba angket.  

 

Dari data tabel 9. diketahui ∑ X = 179, yang merupakan hasil penjumlahan 

hasil skor uji coba angket kepada 10 orang diluar responden dengan  

indicator item genap. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam table kerja 

hasil uji coba angket antara item (X) dengan item genap (Y). untuk 

mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrument penelitian.  
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Tabel 9. Distribusi item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y) Mengenai 

Persepsi Masyarakat Kelurahan Bandar Jaya Barat Terhadap 

Calon Legislatif Eks Koruptor 

No X Y X2 Y2 XY 

1 19 18 361 324 342 

2 14 16 196 256 224 

3 25 25 625 625 625 

4 20 16 400 256 320 

5 24 22 576 484 528 

6 11 15 121 225 165 

7 20 17 400 289 340 

8 15 16 225 256 240 

9 15 19 225 361 285 

10 13 15 169 225 195 

 

      

Jumlah 176 179 3298 3301 3264 

Sumber: Hasil uji coba 10 respondend 

 

Diketahui pada table 10.  merupakan hasil dari penggabungan skor uji 

coba angket kepada sepuluh (10) orang di luar responden dengan indikator 

item ganjil (X) dan item genap (Y). Hasil keseluruhan dari tabel tersebut 

akan dikorelasikan menggunakan Product Moment untuk mengetahui 

besarnya koefiesien korelasi instrument penelitian. Berdasarkan data yang 

diperoleh di atas, maka dikorelasikan untuk mengetahui reliabilitas dengan 

rumus Product Moment sebagai berikut: 

rxy 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 –(∑ 𝑋)2} {𝑁 ∑ 2−(∑ 𝑌)2}
 = 

Diketahui: 

∑X = 176  ∑X2 = 3298  ∑XY =  3264 

∑Y = 179  ∑Y2 = 3301  N = 10 

Dengan rumus di atas, maka data yang telah diketahui dimasukan 

untuk membuktikan reliabilitas dalam rumus sebagai berikut: 
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rxy  =
10 𝑥 3264−(176)(179)

√{10 𝑥 3298− (176)2}{10 𝑥 3301− (179)2}
 

rxy  =
32640−31504

√{32980−3097,6}{33010−3204,1}
 

rxy  =
1136

√{200,4}{96,9}
 

rxy  =
1136

√19418,76
 

rxy  =
1136

139,3
 

rxy  = 0,81 

 

Maka, untuk mengetahui koefisien reliabilitasnya digunakan rumus 

Sperman Browns sebagai berikut: 

𝑟
𝑥𝑦=

2 (𝑟𝑔𝑔)

1+𝑟𝑔𝑔

 

𝑟
𝑥𝑦=

2 (0,81)

1+0,81

 

𝑟
𝑥𝑦=

1,62

1,81

 

𝑟𝑥𝑦=0,89  

Berdasarkan  analisis hasil perhitunagkoefisien item angket yaitu 

dengan hasil 0,89 dengan criteria sangat tinggi, sesuai dengan 

criteria reliabilitas yang dikemukakan oleh Arikunto (2013:8) 

0,80 – 1,00 Reliabilitas sangat  tinggi  

0,60 – 0,79 Reliabilitas tinggi  

0,40 – 0,59 Reliabilitas cukup 

0,20 – 0,39 Reliabilitas Rendah 

➢ 0,20 Reliabilitas sangat Rendah 
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V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan analisis data pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis 

data yang telah diuraikan mengenai persepsi masyarakat kelurahan Bandar 

Jaya Barat terhadap calon anggota legislatif eks koruptor dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat cenderung tidak setuju dengan calon 

anggota legislatif eks koruptor. Pemahaman masyarakat terhadap calon 

anggota legislatif eks koruptor dikatakan paham diperoleh sebanyak 36 

responden (50,00%). Tanggapan masyarakat terhadap calon anggota 

legislatif eks koruptor dikatakan tidak setuju diperoleh sebanyak 32 

responden (44,44%). Harapan masyarakat terhadap calon anggota legislatif  

dikatakan tidak setuju diperoleh sebanyak 46 responden (63,88%) 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat 

penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

informasi bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang calon 

anggota legislatif yang berasal dari eks korupto dan agar masyarakat 

dapat simpati terhadap isu politik dan fenoma-fenomena politik yang 
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sedangang terjadi  serta dapat berfikir kritis dalam menyikapi serta 

memilih calon anggota legsilatif yang sesuai untuk kemajuan Negara  

2. Kepada Pemerintah penelitian ini diharapakan agar pemerintah dapat 

mensosialisasikan atau memberitahukan calon-calon anggota legislatif 

yang berasal dari eks koruptor dalam pemilihan umum 

3. Kepada Calon Anggota Legislatif Eks koruptor penelitian ini 

diharapkan kepada calon anggota legislatif agar dapat meyakinkan 

kepada masyarakat bahwa eks koruptor dapat menjadi pemimpin yang 

dapat dipercaya dan diharapkan bagi  masyarakat serta dapat 

meningkatkan kinerjanya apabila terpilih menjadi anggota legislatif  
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